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MOTTO

“Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan
hanya kepada Allah.
Jangan mudah menyerah dan jangan berkata
“kalau saja aku melakukan begini, pasti akan jadi begini. Tapi

Katakanlah “Allah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia
Lakukan™.!

(AL- Hadits)

L Al Hadist diambil dari Instagram Teladan Rosul.
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RINGKASAN

TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO TEKHNIK LISTRIK AKIBAT
PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG TIDAK MEMENUHI
SERTIFIKASI LAIK OPERASI

Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (welfare state), hal ini
terbukti dalam pemaknaan terhadap Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 tepatnya
dalam ayat (4). Perwujudan faham negara kesejahteraan yakni adanya campur
tangan pemerintah dalam bidang ekonomi melalui instrumen berupa regulasi di
bidang ketenagalistrikan dibentuk Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya BUMN di bidang
Ketenagalistrikan mengingat listrik merupakan salah satu sumber daya mineral
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai BUMN memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam
mengelola manajemen perusahaan dan tanggung jawab terhadap konsumen dalam
hal ini pelanggan listrik. Beberapa permasalahan yang dapat dijadikan penelitian
yakni, pengaturan Good Corporate Governance bagi Biro Tekhnik Listrik di
Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk melindungi
kepentingan konsumen , hubungan konsumen dengan lembaga ketenagalistrikan
dan tanggung jawab lembaga ketenaga listrikan terhadap kerugian konsumen
akibat adanya pemasangan instalasi listrik tidak memenuhi Sertifikasi Laik
Operasi; Untuk menganalisis ketiga permasalahan: tersebut penulis menggunakan
pisau analisis yang diantaranya Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan, Teori Good Corporate Governance dan Teori Tanggung
Gugat. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan undang — undang (statute approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

Kesimpulan dari penelitian ini yakni Pengaturan Good Corporate
Governance bagi BTL tercermin dalam Global Standars Management 1SO 90001:
2008, memberikan korelasi terhadap perlindungan konsumen listrik, hubungan
hukum tertuang dalam bentuk perjanjian yakni tertuang dalam SPJBTL dan JPP
serta menerapkan bentuk tanggung gugat karena wanprestasi yang dilakukan BTL
dengan sengaja tidak menggunakan material instalasi listrik sesuai PUIL 2000 dan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006
tentang Instalasi Listrik serta tidak melakukan sertifikasi terhadap hasil
pemasangan instalasi listrik dan pihak turut tergugat yakni PT. PLN (Persero)
selaku distributor arus tenaga listrik dan Lembaga Inspeksi Teknik selaku
lembaga pengawas dan penguji hasil pemasangan instalasi listrik pada bangunan
rumah dan atau bangunan lainnya.

xii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SUMMARY

ACCOUNTABILITY TO THE ELECTRICAL ENGINEERING FIRM AS A
RESULT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION THAT DOEN NOT
MEET THE OPERATIONAL FEASIBILITY CERTIFICATION

Indonesia adheres to the ideology of the welfare state (welfare state),
this is evident in the meaning of Article 33 UUDNRI 1945 precisely in paragraph
(4). Embodiments of the welfare state ideology that government interference in
the economy through the instrument in the form of regulation in the electricity
sector established under Law Number 30 Year 2009 on Electricity. PT. PLN
(Persero) is the only state-owned enterprises in the field of Electricity considering
electricity is one of the mineral resource that is essential for the survival of the
entire people of Indonesia.

As SOEs have a huge responsibility in managing the company's
management and the responsibility of the consumer in this case electric
customers. Some of the problems which can be used as research that is, setting
good corporate governance for the Bureau of Engineering Electricity in Indonesia
is associated with the fulfillment of service standards to protect the interests of
consumers, consumer relations with the institution of electricity and agency
responsibilities electricity power to the consumer loss due to the electrical
installation” does-not meet. certification |Eligible- Operations. | To analyze three
problems, the author uses a knife analysis including the Constitution of the
Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 19 of 2003 on State-Owned
Enterprises, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 30 Year 2009
on Electricity Theory Theory of Good Corporate Governance and Accountability.
The research method using normative juridical approach using legislation -
legislation (statute approach), and the conceptual approach (conceptual approach).

The conclusion of this research that is setting good corporate governance
for BTL reflected in the Global Standards Management ISO 90001: 2008, gives a
correlation to the protection of electricity consumers, the legal relationship
embodied in the agreement form that is contained in SPJBTL and JPP and
implement a form of liability for breach of contract committed BTL deliberately
not using the appropriate electric installation material PUIL 2000 and Regulation
of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 46 of 2006 on electrical
installations and does not certify the results of the electrical installation and the
co-defendant, PT. PLN (Persero) as the current distributor of electric power and
the Institute of Technical Inspection as the supervisory agency and testing results
of the electrical installation in buildings or houses and other buildings.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (welfare state)?, hal ini
terbukti dalam pemaknaan terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) tepatnya dalam
ayat (4) yaitu “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional. Adanya tanggung jawab negara di bidang ekonomi,
sistem. demokrasi.ekonomi Indonesia dan- tujuan dari demokrasi ekonomi yaitu
tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional
merupakan tanggung jawab negara yang tertuang lebih lanjut dalam alinea keempat
Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang memuat kewajiban negara dalam mengelola

sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.>

2 Fendi Setyawan. Demokrasi Ekonomi Indonesia. (Jember : Bahan Kuliah Peranan Hukum
dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

3 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
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Perwujudan faham negara kesejahteraan yakni adanya campur tangan
pemerintah dalam bidang ekonomi melalui instrumen berupa regulasi salah satu
contoh, di bidang ketenagalistrikan dibentuk Undang Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Pada bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam
UUDNRI Tahun 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata,
bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar
(state gerund gezet), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang
menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberikan kesempatan
usaha bersama bagi setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut maka
pembangunan ekonomiindonesia haruslah ‘bertitik tolak dan/ berorientasi pada
pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pemeriksaan Instalasi Listrik di Indonesia dilakukan oleh Pihak Perusahaan
Listrik Negara (yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero)). Kepemilikan aliran
tenaga listrik dilakukan secara prosedural oleh konsumen instalasi listrik. Sampai
tahun 1980 pertumbuhan PT. PLN (Persero) meningkat. Dalam setahun PT. PLN
(Persero) menangani sambungan baru sekitar 2,5 juta. Keadaan ini mengakibatkan
pemeriksaan instalasi listrik tidak tertangani oleh PT. PLN (Persero). Setelah
tahun 1980 terjadi perubahan dalam pemeriksaan instalasi listrik, PT. PLN
(Persero) mengalokasikan penanganan pemeriksaan instalasi listrik ke kontraktor

atau instalatir.*

4 www.konsuilgorontalo.org (diakses tanggal 7 September 2015 pukul 10.00 wib)
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Peningkatan konsumen instalasi listrik pada tahun 2000-an menciptakan
permasalahan dalam pemasangan instalasi listrik yang dilakukan para instalatir,
tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 serta Persyaratan
Umum Instalasi Listrik Tahun 2000. Pada tanggal 23 september tahun 2002
dikeluarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,
disebutkan bahwa pemeriksaan instalasi listrik harus dilakukan oleh lembaga
sertifikasi®>. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
tersebut dicabut olen Mahkamah Konstitusi, sehingga berlaku Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik /Indonesia Nomor 110" Tahun 11989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik)® yang mengharuskan instalasi listrik pada bangunan
atau di rumah yang akan disambung oleh PT. PLN (Persero) harus diperiksa oleh
lembaga sertifikasi. Maka dibentuklah tiga (3) Lembaga Pelaksana Sertifikasi
Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik Tegangan Rendah yang diperbolehkan
menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (yang selanjutnya disebut SLO)’ yaitu
1. Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL)

berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tanggal 21

5 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata
Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan yaitu “adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga
sertifikasikompetensi dan lembaga sertifikasi badan usaha”.

& www.konsuilgorontalo.org (diakses tanggal 7 September 2015 pukul 10.00 wib)

7 Surat Keputusan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Nomor 2717/25 /DLT.2/2014, (pada tanggal 7 agustus
2014).
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Maret 2005 dan penetapan perpanjangan terakhir dengan Keputusan
Menteri Nomor 2167 K/20/MEM/2013 tanggal 30 April 2013;
2. Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) berdasarkan
Keputusan Menteri Nomor 0994 K/20/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012.
3. PT. PLN (Persero), selaku pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh
Menteri. Dengan ketentuan jika kawasan tesebut belum ada Konsuil dan
atau PPILN serta penerbitan SLO melebihi 3 hari pada saat penyalaaan.®
Lembaga sertifikasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan
kepada pengguna tenaga listrik tegangan rendah yang terpasang pada bangunan
dan atau rumah tinggal konsumen telah memenuhi kesesuaian terhadap standar
yang berlaku. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pasal 44 ayat (4) yaitu “Setiap) instalasi Tenaga-Listrik: Yang Beroperasi Wajib
memiliki Sertifikat Laik Operasi” dan Pasal 54 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang
mengoperasikan instalasi Tenaga Listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan Pidana Penjara
Paling Lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah). Pada tanggal 4 Februari tahun 2014 ditetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi
dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Adapun tujuan utama yaitu memberikan
kemudahan yang akan mengakibatkan dampak positif dengan terpenuhinya tujuan
dari keberadaan hukum itu sendiri. Keselamatan pengguna instalasi listrik

tegangan rendah merupakan tujuan utama dari berlakunya berbagai peraturan

8 Dalam sosialisasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, (pada 18 Agustus 2014).
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perundang undangan yang mengatur mengenai ketenagalistrikan.® Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 tahun 2014 tentang Tata Cara
Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan terabaikan. Pihak kontraktor atau
instalatir hanya memandang keduanya sebagai formalitas administrasi.
Menurutnya, Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan merupakan anggaran yang tidak patut dikeluarkan. Adanya
kewajiban kepemilikan SLO mewajibkan para kontraktor membayar biaya
perolehan SLO dengan mengurangi laba yang akan diperoleh.

Jumlah konsumen pemasangan listrik bertolak belakang dengan embrio
instalatir yang semakin melonjak. Dampak di lapangan harga untuk pemasangan
listrik | /merosot, - tiap ) rinstalatir\ /berusaha’ ~mendapatkan ~konsumen dengan
mengesampingkan keselamatan konsumen tenaga listrik. Material instalasi listrik
yang dipergunakan dibawah standar nasional pemasangan instalasi listrik di
Indonesia. Keselamatan konsumen tenaga listrik dikesampingkan hanya untuk
mengejar rupiah, sangat tentu pemicu adanya resiko. Tukang listrik bukan
kontraktor listrik berani untuk melakukan pemasangan instalasi listrik. Dimana
terjadi perbedaan yang mencolok antara tukang listrik dengan kontraktor listrik.
Perbedaan dari kepemilikan status badan hukum dengan tanpa kepemilikan status

badan hukum selebihnya tidak memiliki badan hukum. Tukang listrik

® Diambil dari Visi dan Misi PPILN Jawa Timur periode Tahun 2012.

10 Menurut pengamatan penulis selaku karyawan PPILN yakni dapat disebutkan sebagai
kontraktor listrik adalah badan usaha baik yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum,
dimana memiliki Sertifikat Badan Usaha jasa Pelaksana Konstruksi dan Sertifikat Ijin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional serta telah terdaftar sebagai instalatir listrik dalam situs Dirjen
Ketenagalistrikan. Sedangkan tukang listrik adalah mereka yang pernah bekerja pada kontraktor
listrik dalam kurung waktu tertentu.
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menitikpusatkan pada masyarakat kurang mampu dan minimnya informasi di
daerah pedesaan. Keleluasaan tukang listrik dalam mendekati konsumen
pemasangan listrik dipermudahkan oleh rekanan yang berstatus sama, bahkan
lolos aktivasi dari pihak PT. PLN (Persero) atas campur tangan oknum di dalam
birokrasi PT. PLN (Persero). Tanggal 22 September 2015 pada Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum mengenai pengujian Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUDNRI Tahun 1945
dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:!

1.1 Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap
orang,yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat
laik operasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);

1.2 Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun darn”” dalam
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang
mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik
operasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana
dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah);

Pengurangan pidana penjara dalam pasal tersebut, memberikan peluang

yang sangat besar bagi Tukang Listrik tidak untuk memandang sebelah mata

1 http://w3.siomsil.ppiln.or.id/index.php?r=informasi/index, (pada tanggal 25 September
2015 pukul 08.00 wib).
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keberadaan Badan Pemeriksa Instalasi Listrik sebagaimana lembaga penerbit
SLO. Keberadaan Badan Pemeriksa Instalasi Listrik lahir dari Keputusan Menteri
namun dianggap ancaman bagi Tukang Listrik. Sebelum di uji materiil kembali
Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan sudah mampu dikatakan mandul, berlebih lagi stelah uji materiil
kembali oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2015 dalam
sidang pleno.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
diterbitkan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun
implementasi bertolak belakang dengan produk hukum yang dicitakan.
Pemasangan instalasi listrik pada bangunan rumah dan atau gedung dapat berjalan
tanpa pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Instalasi: Listrik, serta lolos aktivasi dari
pihak PT. PLN (Persero). Ketika pemasangan instalasi listrik dapat dilakukan oleh
Tukang Listrik bukan Kontraktor Instalasi Listrik, dimungkinkan melalaikan
faktor keselamatan bagi konsumen tenaga listrik.

Pemasangan listrik di Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota dari awal
bulan Februari 2015 hingga saat ini pada bulan Nopember 2015 terlihat
kesenjangan yang mencolok, yakni total penerbitan SLO sebanyak 2.943 (dua ribu
sembilan ratusempat puluh tiga) sedangkan jumlah total aktivasi tenaga listrik
oleh pihak PT. PLN (Persero) melalui Bung Sigap sejumlah 5690 (lima ribu enam
ratus sembilan puluh)'?. Hal tersebut merupakan bukti yang cukup dimana Pasal

44 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

12 Data Rekapitulasi Bulanan — Realisasi Per Rayon Tentang pasang Baru Bung Sigap.
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tidak dilaksanakan dengan benar serta rendahnya penerapan sertifikasi terhadap
perlindungan konsumen tenaga listrik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya
dalam bentuk tesis yang berjudul: “TANGGUNG GUGAT TERHADAP BIRO
TEKHNIK LISTRIK AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK YANG

TIDAK MEMENUHI SERTIFIKASI LAIK OPERASI™.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan suatu

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Good Corporate Governance bagi biro tekhnik
listrik di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan untuk
melindungi kepentingan konsumen?

2. Bagaimana hubungan hukum antara konsumen listrik dengan biro tekhnik
listrik?

3 Bagaimana tanggung gugat biro tekhnik listrik terhadap kerugian
konsumen akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak

memenuhi sertifikasi laik operasi?

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi dua,

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
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a. Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan tesis ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu
meliputi:

1. Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat- syarat untuk mencapai
gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama
perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di dalam
masyarakat;

3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi
masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Jember serta Alma Mater.

b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini antara lain
yaitu:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan Good Corporate Governance bagi
biro tekhnik listrik di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap
konsumen tenaga listrik;

2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum antara konsumen listrik
dengan biro tekhnik listrik;

3. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung gugat biro tekhnik listrik

akibat adanya pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi

laik operasi.
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1.3.2 Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak,
antara lain:
1. Karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai peranan biro
tekhnik listrik serta pemahaman mengenai perlindungan hukum yang
diperoleh oleh konsumen instalasi listrik;
2. Karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan hukum
antara konsumen listrik dengan biro tekhnik listrik;
3. Karya tulis ini dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk tanggung
gugat biro tekhnik listrik terhadap kerugian konsumen akibat adanya
pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi sertifikasi laik operasi.
1.4 | ) Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori
atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi.®® Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana untuk menemukan
hasil yang diinginkan. Sehingga penggunaan metode penelitian ini dapat
digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan- bahan hukum
yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran
ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan
cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu

kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Persada Group, 2010),
h.35
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dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan
untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana
pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.t*
1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum
adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), tipe penelitian yang
digunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (Legal Research), yakni
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerpean kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif.X> Pengertian lain penelitian tipe Yuridis Normatif ini
adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi
peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam
konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.®
1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa
pendekatan. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur
pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.}” Dalam penulisan tesis ini

digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

14 1bid.

15 Herowati Poesoko, Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, (Jember : Fakultas
Hukum Universitas Jember, 2014 ), h. 35.

16 peter Mahmud Marzuki. Op.Cit, h. 32.

17 1bid, h. 93-95.
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konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute
berupa legislasi dan regulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.’® Suatu penelitian
normatif tentu harus menggunakan pendekatan perudang-undangan, karena yang
akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema
sentral suatu penelitian. Terkait itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem
tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut*®:

1. Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait
antara satu sama lain secara logis.

2. All inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu
menampung permasalahan-hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan
hukum.

3. Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-
norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) berasal dari kata konsep (Inggris:
concept; Latin: conceptus dari concipere yan berarti memahami, menerima,
menangkap) merupakan gabungan dari kata con (bersama) dan capere
(menangkap, menjinakkan).?® Pendekatan konseptual (conceptual approach)
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

18 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2005), h. 137.

19 Herowati Poesoko. Op.Cit, h. 36 .

20 1bid.
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tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi

hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.?*

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus
memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai
sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis
ini adalah ;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai

otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim.?? Bahan hukum primer yang digunakan dalam spenelitian tesis ini terdiri
dari:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara;

21 peter Mahmud Marzuki. Op.Cit, h. 177-178.
22 peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. HIm.141.
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5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi
Nasional sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991
Tentang Standar Nasinal Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi
Ketenagalistrikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum-yang bukan

dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku

teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.?®> Bahan hukum
sekunder yang dapat dikadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan
dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

(hukum), internet dan ensiklopedia.?*

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

2 1hid.
24 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media, 2008), h. 296.
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Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan
jawaban tersebut dengan cara :

a Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

b Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

¢ Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

d Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab
permasalahan yang ada;

e Memberikan-perskripsi: berdasarkan argumentasi <yangtefah dibangun di
dalam kesimpulan.®

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan penalaran

deduksi adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum

pada khasus individual dan konret yang dihadapi.?®

1.5.  Orisinalitas Penelitian
Pada bagian ini, peneliti akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu
yang menjadi referensi bagi penulis, dimana penelitian terdahulu ini menunjukkan

obyek yang berbeda dengan obyek yang akan diteliti peneliti, sehingga penelitian

25 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h. 171.
% Herowati Poesoko. Op.Cit, h. 46.
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tesis ini terjamin keasliannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai
berikut:

1. Heru Setiawan, Implikasi Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN (Persero) Dan Peluang Swasta
Dalam Industri Ketenagalistrikan. Program Studi Magister Hukum
Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia 2011. Membahas
mengenai perubahan struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia
setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan yang menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1985.

2. Kartika Restuti, Prinsip Efisiensi Berkeadilan Dalam Mewujudkan
Perekonomian  Nasional Berdasarkan Demokrasi -Ekonomi- Menurut
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada 2014.
Penelitian yang dilakukan yaitu dalam hal menganalisis prinsip efisiensi
berkeadilan yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD
1945, sebagai salah satu prinsip demokrasi ekonomi dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional. Diadopsinya prinsip efisiensi
berkeadilan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sebagai salah satu tujuan negara, khususnya melalui penyelenggaraan
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan diadopsi untuk

mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individual dan
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kolektivitas, khususnya keseimbangan antara persaingan (competition) dan
kerja sama (cooperation) dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

3. Virginia Wattimena, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pelanggan
Listrik Terhadap Krisis Listrik Di Kota Ambon Menurut Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada 2011.
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen
pelanggan listrik terhadap krisis listrik yang terjadi di kota Ambon dan
upaya hukum vyang di tempuh konsumen terhadap kerugian yang
diakibatkan oleh terjadinya krisis listrik di kota Ambon. Peneliltian
lapangan -ini- dilakukan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan
Maluku Utara Cabang Ambon dan LSM Yayasan Suara Hati di Ambon.
Berdasarkan hasil pencarian dari penliti, sampai saat ini belum ada satu

penelitian berupa tesis yang meneliti tentang Tanggung Gugat Terhadap Biro
Tekhnik Listrik Akibat Pemasangan Instalasi Listrik Yang Tidak Memenuhi
Sertifikasi Laik Operasi, penelitian ini menekankan pada penyambungan jaringan

serta pengaliran arus tenaga listrik pada bangunan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Tanggung Gugat

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan
yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen
dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi.?” Tanggung jawab mutlak (strict liability)
dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak
didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu: pertama, tanggung jawab mutlak
merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak
konsumen memperoleh ganti kerugian. Kedua, tanggung jawab mutlak merupakan
bagian dan hasil dari; perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri
dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampakkan kesenjangan antara
standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan
kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar-kebutuhan keadilan
masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya.
Ketiga, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi
produsen, vyaitu bagaiman produsen menangani risiko gugatan konsumen.
Keempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan
yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan

perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.?

27 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: 1996), h. 23.
28 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung
Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 1.

18
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Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan
konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/
kesalahan (negligence) dan wanprestasi (breach of warranty). Tanggung jawab
mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk
menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang
merugikan konsumen (product liability), menerangkan bahwa produsen wajib
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk
yang dipasarkan.?®

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam
hukum perlindungan konsumen, antara lain:*

1. Di antara korban/ konsumen disatu pihak dan produsen di pihak
lain, seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak
yang -memproduksiatau 'mengeluarkan-; barang-barang 1 di
pasaran.

2. Dengan menerapkan/ menegedarkan barang-barang di pasaran,
berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman
dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak
demikian maka produsen harus bertanggung jawab.

3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak,
produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui
proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang
eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada
distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen.
Adapun penerapan strict liability dimaksudkan untuk
menghilangkan proses yang cukup panjang ini.

Penerapan strict liability didasarkan juga pada alasan bahwa konsumen tidak
dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang

disebabkan oleh produk cacat. Maka penerapan strict liability terhadap produsen

29 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 78.
30 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum. (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1997), h. 16-17.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

tentu saja memberikan perlindungan kepada konsumen, karena tidak dibebani
untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.
Dalam Blak’s Law Dictionary, ‘“liability” atau tanggungjawab itu
memiliki ruang lingkup pengertian yang luas, yakni meliputi :*2
1. Anobligation one is bound in law or justice to perform;
2. Condition of being responsible for a posible or actual loss;
3. Condition which creates a duty to perform an act immidiatlyor in the futur.
Lingkup pengertian demikian, diasumsikan sebenarnya pengertian
tanggungjawab sangat luas. Bagaimana dengan tanggunjawab hukum. Menurut
Black’s Law Dictionary, “legal liability” berarti “liability which court recogniza
and enforce as between parties litigant”. Jad